PEMERINTAH KOTAMADYS DAERMAH TINGKAT I
MOJOKCRTO

FPERATURON DAERAR KGTAMATYES anaad TINGKAT 11 MOJOKERTOC
MOMOR 1 TOAHUN 1974

PAJet. pOTONG AOGTAMADYE DALRAH
TEed®ayl [ MOIOKERTO

DENGAN ROHMAT TUHON YANG MAHR ESO
WAL LIKBTEMADYS KEPALN DAERAH TINGKAT 11 MOJOKER 5

Menimbang : bshwa berkubung ketentuan-ketentuan dalam  Peraturan
D:arah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokorto Nomor 1
Lehwnr 1909 vang  telab  diubah/ditambab terakhir

cengan Poaraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Mijokerto Momor & tahun 1991 ternyata sudair tbidak
cosual lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini,
@aka  dipandang poriu untuk diadakan perubahan  dan
¢iganti dengan Peraturan Daerah Induk Baru.

Mengingat : 1. Ordonansi FPajak Potong Tahun 1934

. Undang-undang Nomor 17 tabun 1930 tentang FPemben—
tukan Daerah Kots Kecil dalam Lingkungan Propinsi
dawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat

3. Undang-undang Nomos 11 Dri fohun 1957 tentang
Peraturan 1 Pajak Daerah {Lembaran Negara
Feputl ik 7 ¥w:rhaa Tahun 19537 Nomor 96, Tambahan
Lembaran MNoogira Feaublik ITndonesia Nomor 1287) ;

4., Undang-u

3 tahun 1974 tentang Pokok-—
pokok B in Bi Daerah  (Lembaran Negara
Ropublit indoscoia Tahun 1979 Nomor 38, TYambahan
Lembaran MNegyara Republik Indeonesia NMomor ZOE 7 H

|

5. Peraturan Pemorintah Nomor 47 tabun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamady.a Daerah Ting-
kat 11 Mojokerto (Lembaran Negara Hepublik  Inde-
nesia Tahun 1782 Nomar 714, Tambahan {zmbaran
Mayars Pepublik Indonesia Mumor 2242) H

6. Keputusan Merteri Dalam Negeri Nomor 23 rabun

1¥86  tentang Ketentuan Umum  mengenal  Penyidik

Pogawald Meger i Bipil di Lingkungan Pemerintah
L [
Dasrah M

7. Feputusan Menteri Dalam Neger:  Nomor H4 Tabun
1293 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Pordturan Dacrah Peorubahan H

B. Peraturan Dasrah Eulamadya Dasrah Tingkat I1 Moio
korte Moms:s f i 3 tmntang Penyidik Pegawatl
NMager: Sipxi Lingkungan Pem=rintah Kotamadyas

Paryan Vinowelt i Mojokertoo

3




Tingkat II Mojokerto,
MEMUT US KaN
MENE TAPKAN : PERATURAN DAERNAH KOTAMADYS DAERNH TINGKAT TI  MOJO-
KERTD TENTANG PFAJAK POTONG HEWAN DALAM  KOTAMADLYA
DECRAH TINGKAT 11 MOJOKERTO.
oDaB I

KETOMTUAN UMM

Masal H
Dalan Poooaturan Jawrab inid yang dimaksud  de—
fgan H
a. Pemerintab laur o, 2dalab Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat Il Mojokarto 3

b. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11, adalah
HWalikotamadya Kepala Dasrah Tingkat I Mojokestoj

c. Pejabat, adalah pegawai dalam linkungas o
tah Daesrab yang ditunjuk olebh Espaia

i. Hewan, adalah sapi, kerbau, kuda atau babi yang
dipelihara, yang untuk memotongnya harus membayar
pajyak 3

2. Pemotongan Hewan, adalah memgtong hewan dengan
tujuan untuk mata pencaharian, perusahaan, hajat,
upacara keagamaan atauv adat  ;

. Pemotongan darurat, adalain pemotongan hewan yang
dengan terpaksa dilakukan di luar pembantalran
karena hewan tersebut luka-luka akibat kecelakaan
catalt ss3ak lahir, meabaysbhaken dan berpenyakit
yang menurut  keterangan dari Dinas  Pertaniasn
Daerah harus dipotong :

g. lempat FPembor Lt sdalan  tempat pemctonagan
hewan yang <. iki slsh Femorintah Daerahb.
uak Ii

FITENTUAN PERILIZINAN

Pasal 2

(1) Untuk memotong bheawan haruas men
lis atau ¥Xariu Potong Hewan da
atau Perabat yang ditunjuk 3

-

-
k.
—

Unturx mendapatian 1zin dimaksud  pada ayal {1}
Facal ini  yang berkepentingan  harus melunas:
palak potong hewan 3

{3) Untuk mendapatkan Kartu Potong Hewan yang perke-
pentingan harus senyerabhkan kartue ternak yang
didapat daori Kepala bBesa/Kelurahan setempat.



Pasal 3

Untuk mempercleh izin memotong hewen guna ke
perluan  hajat, yang berkepentingan terlebih dahulu
harus mendapat surat keterangan dari Kepala
PBesa/Kelurahan setempat.

Fasal g

(1) Setiap peantosngan howan harus mondapat izin ter-—
lebih dahiel dari Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat Il & aw Projoapat yang ditunjuk

{2} Hewan vang ilo:lah Jdinyatakan dapat dipotong di-
makowt pada wal (13 Pasal ini harus diberi tan-—

da oleh Din.s Fertanmian Dasrah

{3} Masa berlakunya izin dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini selama dua kali dua pulubh empat jam

{4} Pemptongan hewan dimaksud pada ayat ({1} Pazal
ini harus dilakukan di tempat pembantaian ;

{3} Ternak yang telah dipotong dagingnya harus  de-
periksa lebih dahulu gleh pemeriksa daging.

B ABDB IT1I
KCTENTUAN PAJAK

Pasal b

Untuk pemotongan hewan dikemnakan pajak  se—
bagai berikaet =

a. Untuk oeekor sapi atad kerbau

1. Untuk pemctongen usaha, sebesar Rp.  2.220,00
(duariin dua ratus fima puluh rupiah) H

2. Untuk posmotongan hajav, sebesar Rp. 1.750,00
(seribu tujuvh ratus iima pulub rupiah) 3

s
E»
L]

S. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 1.30
{seribu lima ratus ruapiah).

L. Untuk segkor kuda :

1. Untuk pemctongan usaha, sebesar Rp. 0L 500,00
{duaribu dua ratus lima ouliuh rooiah) H

Z. Untuk pemctongan hajat, sebecar Rp. 1.7Cn,00
(seribu tujuh ratus lima poiub rupiab ) H

3. Untuk pemctongan darurat, sebesar Rp. 1.0500,00
{oerit lima ratus rupiah) :

% . Untuk pemotongan kuda vyang tidak dapat di-
pekerjakan lagi, sebesar Rp. 1.7530,00 (seri-
bu tujuh ratus limae puluh rupiah).



c. Untuk =soeir Doab H

1. Untuk oo
{empal

jevs umaha, sebesar Hp.  4.500,00
mr ratus rupiah) H

2. Untuk pemotongzsn hajabt, sebesar #p. 3.500,00
ftigaribu iima ratus rupiabh H

3. Untuk pemotongan darurat, schesar Ro. 3.00C.00
f{ligaribu rupiahj.

Panal &

Dengan tidak menqurangi arti csebagaimana  di-
makoud dalam ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerab  ini,
untuk pemotongsn hewan gQuna  memenuhl kebutuhan
upacara keagamaar atau adat dibebaskan dari
Fengenaan Pajak.

Fa=al 7

(1} Pajak yang telah dibayar dapat diminta kembali
cleh pemegang Surat petong hewan apabila hastl
peneriksaan  petugaes pemeriksa daging ternyata
daging ternak yvorg dipotong 1iu berbahaya bagi
kesehaten H

{2) Untuk mendapatkan kembali pembayaran pajak se—

perti yeng Jdimakasud pada ayet (1) pasal in: yvang
bhorkepent sns arun menyerahkan swurat potong
hewan murat  keterangan pemeriksaan
daging pejabhal yang ditunjuk selambat—

lambatnva 7 {twujuh}! haril sesudah termnak btersebut.
dipotong.

B & B 1Y
KETENTUAN LARANGAN

Pasal &g

BDilarang memotong ternak tanpa memiliki Is-hiih
dahulu kartu potong hewan sebagaimana dimaksud dai
ayalt (1) Pasal 2 Peraturan Daerah 1ni kecuald
sebagaimana dimsksud dalam Pasal 1 huruf f Peraturan
Daerah ini.

o

1

Pasal @

Dilarang menyerabkan daging ternak yang ber-
asal dari pemotongan ternak untuk tusuan hajat,
menjial atau menyerahkan kepada grang lain untuk
tujuan mata ponozharian ataw perusahaan.

HPasal 1G

Dilarang songengkul daging hewan ke luar ling-—
kungan Daerahy diimans howan tersebut dipotong kecuals
dengan izin ¥Welsthobtamadys bhepala Dacrab Tingkat I1.

(1) Dilarang soeoiong howoen di luar fam koria  yang
telah ditentuvkan H



{2}

(23

(1

Jam ker iz o -td dimaksud pada ayat {11 pasal
ini boericka rulasl jam SA.00 (dua puluh  empat)
sampai Jd.wl L drlapan belas) WIBL

0B W
KETENTUAN PIDANA AN PEMYILDIKON

Pasal 12

Barang siapa melanggar ketoniuan-hke tentuan dalam
Pasal 2 avyat (1) dan (2}, Pasal 8, Pasai 9.

Pasal 10 dan Pasal 11 Feraturan Dasrabh :nli,
diancam denganr pidana kurungan selama—lamanya 3
{tiga) bulan atau denda sebanyaek -  hanyaknya

Hp. 530.000,00 {lima puluh ribu rupiahj H

Tindak pidana aebagaimana dimsksud pada ayvat (1)
Pasal ini, adalah pelanggaran.

ffasal 13

Selain oleh Penyidik Unum yvyang bertugas menyidik
tindak gidana, ponyvidikan atas tindak pidana
sebagaimena  dimaksud Pasal (2 Peraturan  Daerah
int, dapat juaa dilakukan oleh Penyidik  Pegawal
Negeri Sipil 2i Lingkungan Pemerintah Daerah
yang pongengkatannys  ditetapkan berdasarkan
Poraturan P wiang-undiangan yang berlaku

Dalam malak : btpghas penyidikan, Penyidik
sebagaimana dJdisaknud pada ayat (1) Pasal  ini,
berwenang :

a. menerima laporan  atau pengaduan dari sese-
orang tentang adanya tindsk puidans 3

b. meilakukan tindakan pertama pada saac
tempat kejadian dan melakukan pemec b cean

c. menyuruh  berhenti  tersangka dan
tanda pengenal diri ftersangka :

d. melakukan penyitaan benda dan alau sural
c. mengambil sidik jari dan memciret sessorang

f. memanggil sesecrang untuk didengar dan  dipo-
rik=a sebagai tersangka atau saksioo o

g. mendatangkan or ang ahll yang diperlukan dalam
hubunagan dengan pemer Lksaan EFFRAra M

no mengadeksn venghentian  penyidikan swtelab
juk dars Penyadik  Umum Bahwae

cukun hukty  atau peristiwa
nomeruparan tindak pidana  dan
e iai pu iy maiolui Penyidik Umum  memberita—
hukan el ternmebut  kepada penunbtuk wbum,
tersanghka alau keluarganya s

mend.anat felclts

tidak LEria

bppeminngt

TR yani

1. mengadakan tindakan lain menuruat
dapat diperlanggungjawabkan.



KETEMTUAN PENUTURP

Fanal i4
Hal-hal yanag belum diatur dalam Peraturan Dae
rah  ini, sepanjang  mengenai  pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjult oleh Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II.

Fasal 15

Dengan berlakunya Peraturen Dasrabh airni, dinya-
takan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah  Fkotapraia
Mojokerto Nomor 1 tabun 1959 tanggal 28 Mei 19359
berikut Peraturan—peraturan perubahannya, terakinir
dengan Peraturan Daerah Xotamadyas bDaerah Tingkat 11
Moiokerio Nomor & tahun 1991 tanggal 1 April 1991.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang-
gal divndangkan.

fAgar supaya seliap orang dapat mengetahuinya,
memer intahkan pengundangan Foraturan  Daerah ini
dengan penempatannya dalam tembaran Daerah Kotamadya
Jaerah Tinghkat [I Moiokerto.

Ditetapkaens di Mojokertao
pada tanggal 14 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WAL IKDTAMADYA KEPALA DAERAH
COTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO TIRGEAY 1T MUOJOKERTO
K e tua,

Cap. tid. Cap. ttd.

SO0OEHADI] TEGOEH SOEJONO, S5.H.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Repubiik  Indo-
esia Nomor $73.524.35-1188 tanggal 7 Nopember 1997,

DIREXTORAT JENDERAL
PEMER INTAHAK OMUM DAN OTONOMI DACRAH
Direktur Pembinaan Pemer intaehan Daerah

Cap. ttd.

SURATMARN



Diundangkan dalam Lombarsn feerab Kotamadya Daerab Tingkat I
Majckerto Tahun 1997 Seri £ pads tenggal 31 Desember 1797 Nomor 17A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.
fr. Drs. HANDOKO LEPDO PRASTORD

Pembina Tingkat I
NMiFP. 31C 040 490G




1.

il.

PEMJELNAS AN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERNAH TINGKAT 1T MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 19946

TENTANEG
PNIAK POTONG HEWGH DALAM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT 1! MOJOKERTO

PENJELSAN UMUIM

Peraturan Daerah Kotaproie Mojokerto Nomor 1 tahun 1959
tanggal 28 Mei 1959 tentang mengadakan dan memungqut pajak potong
hewan lelah beberapa kali mengalami perubahan, terutama mengenai
ketentuan besarnya pajak.

Perubahan-perubahan dimaksud, telah diadakan sebanyak 4
{empat) kali vyaitu terakhir dengan Peraturan Daesrah Eotamadya
Casrah  Tingkat II Mojokerto Nomor & tahun 19%1 tanggai 1 April

HLFAFS W

Peraturan Daerah tersebut, periu diubah lagi karena baik
pentuk maupun materinya sudah tidak sesual lagi dengan kebutuhan
dalam perkembsngan masyarakat dan Daerah sekarang.

Dengan nemperhatikan Keputusan Menteri Dalam MNegeri  Nomor
34 tabun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan
Baerah Perubahan tersebut pada ketentuan Pasal 4, bahwa Peraturan
Daerah dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 tiga} kali dan
seterusnya herus ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru,
maka Peraturan Daerah ¥otapraja Mojokerto rersebut perlu diadakan
serubahan secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daerah
induk barwu.

Dalam Peraturan Daerah yang baru ini besar pungutan tarip
najak potong hewan mengalami tenairkan atau peningkatan lagi, hal
ini karena dimesuaikan dengan tingkat harga atau keadaan keuangan
pada dewasa ini. Sehingga depat meningkatkan Pendapatan Asli
Dacrah guna menunjang kebubluhan Pomer intabh Daerah dalam mening-
katkan pelayanan kepada masysrakat.

PDENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Fasal 1 sampai dengan Pasal 15 :  Cukup Jelas.

1701 - 4mtm&-193&6



